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Pertambangan merupakan segala aktivitas dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 

pascatambang. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yang menjadi rumusan 

masalah yaitu Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha 

tambang timah yang tidak memiliki IUP, IPR, IUPK di Kabupaten Bangka dan 

Apa kendala penegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah.Metode 

penelitian yang digunakan yuridis empiris sedangkan metode pendekatan 

yuridis empiris dan yuridis normatif. Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai 

media informasi, penambah wawasan dan pengetahuan, serta agar lembaga 

legislatif lebih tepat mengambil kebijakan. Penegakan hukum terhadap tindak 

pidana perizinan pertambangan tidak berjalan secara efektif karena putusan 

pengadilan yang dijatuhkan terlampau ringan dan tidak memberi efek jera, 

sehingga masih banyak terjadi pelanggaran tentang perizinan. Adapun kendala 

yang terdapat dalam penegakan hukum tersebut ialah adanya beberapa faktor 

yaitu faktor hukum dan Undang-Undang, penegak hukum, faktor sarana atau 

fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.. 
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Mining is a flurry of activity in the framework of research, management and 

exploitation of mineral or coal that includes general investigation, exploration, 

feasibility, construction, mining, processing and refining, transportation and 

sales, as well as post-mining activities. It is stipulated in Law No. 4 of 2009 on 

Mineral and Coal. The formulation of the problem is How the effectiveness of 

IUP, IPR, IUPK in Bangka and what constraints the application of Article 158 of 

Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal mining. The method used juridical 

empirical juridical approach while empirical and normative. Objectives and 

Benefits of research as a medium of information, enhancing awareness and 

knowledge, as well as more precise so that the legislature take the policy. 

application of Article of the offenses mining permits are not working effectively 

because of a court ruling that imposed too light and does not provide a deterrent 

effect, so there are many violations of licensing. The constraints contained in the 

application of that article is the verdict too light, the unpopularity of the Act, as 

well as lack of awareness of the people to obey the law. 
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